CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TA.2017

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

Laporan keuangan tahun 2017 ini kami sajikan secara lengkap sebagai
salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan
dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan Catatan
atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos
Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A. PENDAHULUAN

Dasar Hukum 1. DASAR HUKUM
e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

Negara;

¢ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara;

e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ;

¢ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

e Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerabh;

e Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

E;%Syids‘irnan 2. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
L . . .
Kiﬂ‘;f;an Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang

dikelola oleh DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Kabupaten
Murung Raya yang berasal dari dana APBD Kabupaten Murung
Raya sebesar Rp. 22.275.401.594,09,-

Laporan Keuangan Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Murung Raya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan



Pendapatan

Belanja

Aset

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja
dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas
dana.

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 Sebesar
Rp.47.625.000,- (39,69%) dari Target di Peroleh dari Usaha SKPD ,
Antara Lain :

e Hasil Pertanian Dengan Target Rp. 25.000.000,-

Bersumber dari Hasil Penjualan Sayur-sayuran dari Kebun
Pertanian Terpadu Ranch Mini dan Kebun Pertanian di Mantiat
Pari.

¢ Hasil Peternakan Dengan Target Rp. 50.000.000,-

Bersumber dari Hasil Penjualan Telur Ayam Ras Petelur dari
Demplot Ranch Peternakan dan Penjualan penggemukan Sapi
Potong jantan dari Petani Penggaduh.

e Hasil Perikanan Dengan Target Rp. 45.000.000,-

Bersumber dari Hasil Pejualan Ikan Nila dan lkan Patin dari Balai
Benih Ikan (BBI) dan Stasiun Perikanan di Puruk Cahu Sebrang.

2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluara n KUN yang mengurangi ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja
diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus
pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja
terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiva masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat
umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan



sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk
sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan
kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau
pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap,
dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset :

a. Persediaan;

Persediaan disajikan sebesar:

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya
perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang
secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan
persediaan yang terakhir diperoleh.

b. Tanah;

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan
mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai
wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

c. Gedung dan Bangunan;

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya
perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan
pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan
cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga Kerja,
bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya
perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

d. Peralatan dan Mesin:

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan
dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas
Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga
pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya
langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui
kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan
pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

€. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi,
dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya
perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang
dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap
pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh
melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan
pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun
secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung,
yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya
pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

f. Aset Tetap Lainnya;
Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai
siap pakai.
Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui
kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan
dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan asset tetap lainnya yang diadakan melalui
swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang
terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan,
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa
konsultan.

g. Aset Lainnya;
Aset yang sudah tidak layak pakai/ Rusak Berat dan akan
diusulkan penghapusan, dan barang yang secara pengAnggaran
tidak sesuai Kode Rekening sehingga tidak dapat terinfut
kejumlah Aset Tetap.

h. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola

meliputi:

= Biaya yang berhubungan langsung dengan Kkegiatan
konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk
penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan
bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan



Kewajiban

Ekuitas dana

sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan
teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan
konstruksi.

Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada
umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut
mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan
teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan
konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat
diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang
bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi
meliputi:

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.

. EKUITAS DANA

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih
antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan
menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Diinvestasikan.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN
KAB. MURUNG RAYA

Ir. GANEFO L.AMIN, M.MA
NIP. 19631106 199203 1 008



